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NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

DESA KARANGTEJO KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2020–2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTEJO ,

	Menimbang:
	a.

b.

c.


	bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

bahwa Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (tahun) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtejo Tahun 2020-2026;

	Mengingat :
	1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional tahun 2005 – 2026
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang – undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentangPedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor159);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung tahun 2013-2018

Peraturan Bupati  Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
Peraturan Bupati Temanggung nomor 14  tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan  di Desa

Peraturan Desa Karangtejo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Karangtejo Kecamatan Jumo  Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Karangtejo Tahun 2017 Nomor 5 );
Peraturan Desa Karangtejo  Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Karangtejo Tahun 2017 Nomor 3 );

	Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTEJO
dan

KEPALA DESA KARANGTEJO
M E M U T U S K A N :



	Menetapkan
	:
	TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  KARANGTEJO KECAMATAN JUMO TAHUN 2020- 2026.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat;

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Temanggung;

5. Camat adalah Camat Jumo;

6. Desa adalah Desa Karangtejo ;

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangtejo yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangtejo yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Karangtejo yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Karangtejo lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah  forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 

20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

25. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKPDesa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
29. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
32. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
33. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
34. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.

35. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

36. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

37. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

38. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

39. Program adalah Penjabaran kebijakan dalam bentukupaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur;
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

41. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
42. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
43. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam,sumber daya manusia,kelembagaan,prasarana dan sarana,serta perkembangan kemajuan desa.
BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
Pasal 2
(1) RPJM-Desa ini merupakan perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan dan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

(2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Desa.
Pasal 3
(1) Sistematika RPJM-Desa meliputi:
BAB I
: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan
BAB II
: GAMBARAN UMUM DESA
A. Kondisi Desa

1. Geografi

2. Demografi

3. Keadaan Sosial

4. Keadaan Ekonomi
B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa
2. Keuangan Desa

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
BAB III
: PENGKAJIAN KEADAAN DESA

A. Prioritas Masalah

B. Potensi
BAB IV
: VISI DAN MISI

A. Visi

B. Misi, Strategi dan arah Kebijakan
BAB V
:  RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

B. Bidang Pembangunan Desa

C. Bidang Pembinaan Kemayarakatan Desa

D. Bidang Pemberdayaan Mayarakat Desa
BAB VI 
: PENUTUP 
Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1

2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:

a. Penyelarasan data Desa terdiri dari :

Data Desa :

1. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
2. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
3. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
b. Penggalian Gagasan Masyarakat

1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
2. Daftar gagasan dusun / kelompok  (format F.I.3.1)
3. Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
4. Kalender musim (format F.I.3.1. b)

5. Bagan Kelembagaan (Format F.I.3.1.c)
c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :

1. Berita Acara hasil pengkajian desa (Format F.I.4)

2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1)
d. Hasil Kesepakatan Musdes

1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa (Format F.I.5) 

2. Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)

3. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa (Format F.I.7) dengan memperhatikan :
a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa
b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa

c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa
d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.
BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa  Karangtejo Kecamatan Jumo.
Ditetapkan di Karangtejo
Pada tanggal 25 Maret 2020
KEPALA DESA KARANGTEJO






       ASBANI
Diundangkan di Karangtejo
pada tanggal 27 Maret 2020
SEKRETARIS DESA KARANGTEJO
     IMAM ROHANI
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DESA KARANGTEJO TAHUN 2020  NOMOR 4
Lampiran         : Peraturan Desa Karangtejo  Kecamatan Jumo


Nomor
 
   :  4 Tahun 2020 

Tentang
   :  Tentang Rencana Pembangunan Menengah
    Desa Karangtejo Tahun 2020 – 2026.
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46  Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desadan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa. 

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Karangtejo beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2020-2026 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

Dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan Desa Karangtejo dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga Desa  Karangtejo menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6  (enam) tahun.
B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2026, ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

	1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Undang – undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dann kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor159);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung tahun 2013-2018;
Peraturan Bupati Temanggung nomor 14  tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan  di Desa;

Peraturan Bupati  Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
Peraturan Desa Karangtejo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun  2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Karangtejo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Karangtejo  Tahun 2017 Nomor 3 );
Peraturan Desa Karangtejo  Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Karangtejo Tahun 2017 Nomor 4 ).


C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 6 (enam) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;

b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;

d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan

e. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
BAB II
PROFIL DESA
A.KONDISI DESA
1. Geografi
Desa Karangtejo merupakan salah satu desa dari 13 desa dan kelurahan di wilayah kecamatan Jumo  Kabupaten Temanggung yang terletak sebelah Barat Kecamatan Jumo dengan ketinggian ± 700 m diatas permukaan air laut dan berbatasan dengan : 
· Sebelah Utara

: Desa Jombor Kecamatan Jumo
· Sebelah Timur

: Desa Barang dan Padureso Kec. Jumo
· Sebelah Selatan

: Desa Sukomarto Kecamatan Jumo
· Sebelah Barat

: Desa Morobongo dan Desa Gandu Wetan Kec. Ngadirejo 
Berdasarkan topografi wilayah desa Karangtejo termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat di lihat dari luas  wilayah seluruhnya 141,5 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Penggunaan Tanah
	No
	Penggunaan
	Luas (Ha)

	1. 
	Tanah Sawah
	125,5

	2. 
	Tanah tegalan
	10

	3. 
	Tanah Pekarangan
	5

	4. 
	Tanah lainnya
	1


Secara administratif Desa Karangtejo terbagi menjadi 3 ( tiga ) Dusun yang terbagi menjadi 3 (tiga) Rukun Warga (RW) dan 14 ( empat belas ) Rukun Tangga (RT)sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif
	No
	Nama Dusun
	Nama RW
	Jumlah RT

	1
	Tajem
	RW 1
	4 RT

	2
	Kuncen
	RW 2
	5 RT

	3
	Lempong 
	RW 3 
	5 RT

	
	
	
	


Sedangkan jarak desa seperti tertera dalam tabel berikut :
Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administratif

	No
	Dari Desa Ke
	Jarak (Km)

	1
	Kecamatan
	3

	2
	Kabupaten
	22

	3
	Propinsi
	80


2. Demografi

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Jumlah penduduk Desa Karangtejo berjumlah   jiwa yang terdiri dari 793 laki-laki dan 771 perempuan. Jumlah penduduk ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami pertambahan penduduk sebesar 15 jiwa.
          Tabel 2.1 Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

	No
	Dusun
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1.
	Tajem
	275
	270
	545

	2.
	Kuncen
	186
	205
	391

	3.
	Lempong
	243
	250
	493

	Jumlah
	1.025
	1.025
	2.050


Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Laki-laki sama jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak  685 yang terdiri dari 601 KK Laki-laki dan 84 KK Perempuan.
Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga menurut wilayah dusun dan
 jenis kelamin

	No
	Dusun
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1.
	Tajem
	157
	24
	181

	2.
	Kuncen
	114
	15
	129

	3.
	Lempong
	147
	21
	168

	Jumlah
	601
	84
	685


Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki – laki  lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin Perempuan.
b. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan
Perkembangan pendidikan di Desa Karangtejo  dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Jumlah Sekolah, Jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya. Data 1 tahun terakhir  dapat di lihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.3. Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan
	No
	Pendidikan
	Jumlah penduduk

	
	
	Tahun    

	
	
	L
	P
	Jumlah

	1
	Tamat S II
	0
	0
	0

	2
	Tamat SI
	16
	23
	39

	3
	 Tamat DIII/Sarjana Muda
	9
	14
	23

	4
	Tamat Diploma I / II
	1
	5
	6

	5
	Tamat SLTA
	89
	78
	167

	6
	Tamat SLTP
	115
	122
	237

	7
	Tamat SD
	185
	161
	346

	8
	Belum Tamat SD
	152
	155
	307

	9
	Tidak/belum sekolah
	228
	215
	443

	Jumlah
	795
	773
	1.568


Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.
c. Jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian
Penduduk Desa Karangtejo sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.4. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

	No
	Pekerjaan
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Lk
	Pr
	

	1. 
	Belum Bekerja
	198
	187
	385

	2. 
	Karyawan Swasta
	78
	34
	112

	3. 
	Karyawan Honorer
	1
	1
	2

	4. 
	Mengurus Rumah Tangga
	
	108
	108

	5. 
	Buruh Harian Lepas
	8
	4
	12

	6. 
	Buruh Tani/Perkebunan
	20
	19
	39

	7. 
	Pembantu Rumah Tangga
	
	1
	1

	8. 
	Tukang Batu
	3
	
	3

	9. 
	Tukang Kayu
	2
	
	2

	10. 
	Pelajar/Mahasiswa
	100
	87
	187

	11. 
	Mekanik
	5
	
	5

	12. 
	Pensiunan
	
	3
	3

	13. 
	Guru
	2
	10
	12

	14. 
	Sopir
	9
	
	9

	15. 
	Pedagang
	14
	28
	42

	16. 
	Perangkat Desa
	10
	
	10

	17. 
	Kepala Desa
	1
	
	1

	18. 
	Wiraswasta
	27
	18
	45

	19. 
	Lainnya
	1
	1
	2

	20. 
	Peternak
	
	
	

	21. 
	Tukang jahit
	
	3
	3

	22. 
	PNS
	
	
	

	23. 
	Perdagangan
	
	
	

	24. 
	Petani/Pekebun
	
	
	

	25. 
	Tata Rias
	
	1
	1

	26. 
	Bidan
	4
	4
	8

	Jumlah
	795
	773
	1.568


3. Keadaan Sosial
a. Agama

Penduduk Desa Karangtejo  memeluk agama Islam dan katolik,  Jumlah pemeluk agama di Desa Karangtejo  adalah  sebagaimana berikut :
Tabel 2.5. Jumlah penduduk menurut Pemeluk agama
	NO
	Agama
	JUMLAH

	
	
	

	1
	Islam
	1.557

	2
	Kristen
	11

	3
	Katholik
	

	4
	Budha
	

	5
	Hindu
	

	Jumlah
	1.568


Dari jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Karangtejo  beragama Islam  (99 %), kemudian kristen ( 1 %), Katholik (0 %), Budha ( 0 %), Konghuchu ( 0%). Sarana peribadatan yang di inventarisasi meliputi Masjid, Mushola. Pada Tahun 2017 jumlah sarana peribadatan berupa Masjid sebanyak 6 buah, Mushola 3 buah. Selain sarana peribadatan tersebut juga terdapat sarana prasarana keagamaan lainnya yaitu  TPQ 6 buah.
b. Pendidikan
Fasilitas pendidikan di Desa Karangtejo meliputi :
Tabel 2.6. Jumlah Sarana pendidikan

	NO
	Sarana pendidikan
	JUMLAH

	
	
	

	1
	Gedung PAUD
	1

	2
	Gedung TK 
	1

	3
	Gedung SD
	1

	Jumlah
	


Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan  di Desa Karangtejo cukup berkembang utamanya pada penyelenggaraan pendidikan umum ditingkat Taman kanak-kanak / PAUD. 
c. Kesehatan

Sarana/Prasarana dan Tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan, Bidan Desa sebagaimana tabel berikut :  
Tabel  2.7. Jumlah Sarana/Prasarana dan  Tenaga Kesehatan

	NO
	Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan
	Jumlah 
	Lokasi

	1
	Posyandu Balita
	3
	Tajem ,Kuncen dan Lempong

	2
	Posyandu Lansia
	2
	Lempong dan Tajem

	2
	PKD
	1
	Karangtejo

	3
	Kader Kesehatan
	30
	Tajem,Kuncen dan Lempong

	4
	Bidan Desa
	1
	Karangtejo

	5
	Posbindu
	1
	Karangtejo

	Jumlah
	38
	


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana/prasarana Posyandu sudah terdapat di masing-masing dusun.
d. Budaya

Potensi budaya Desa Karangtejo merupakan peninggalan leluhur Masyarakat dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 2.8. Jenis Tradisi/Upacara adat

	No
	Jenis Upacara Adat
	Jumlah
	Lokasi

	1
	Suran
	3
	Tajem , Kuncen dan Lempong

	2
	Sadranan
	3
	Tajem , Kuncen dan Lempong

	3
	Bersih Desa
	3
	Tajem , Kuncen dan Lempong

	4
	Haul
	2
	Kuncen dan Lempong

	5
	Wiwit
	3
	Tajem , Kuncen dan Lempong

	
	Jumlah
	14
	


Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa Karangtejo berjalan turun temurun. Sedangkan dalam bidang kesenian Desa Karangtejo juga berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 2.9. Jenis Kesenian
	No
	Jenis Kesenian
	Jumlah

	1. 
	Warokan
	1 kelompok

	2. 
	Rebana modern
	2 kelompok


Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Karangtejo memilik  keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.
e. Kepemudaan dan Olah raga
Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, desa Karangtejo memiliki sarana dan prasarana yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.
Tabel. 2.10. Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	NO
	JENIS SARANA DAN PRASARANA
	JUMLAH

	1
	Lapangan sepak bola
	1

	2
	Lapangan Volly
	1

	3
	Lapangan Bulu Tangkis
	1

	4
	Lapangan Tenis Meja
	1


Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di desa Karangtejo belum cukup memadai, hal ini juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Karangtejo.
Tabel.2.11. Organisasi kepemudaan
	NO
	NAMA ORGANISASI
	KETUA
	JUMLAH ANGGOTA

	1
	Karang Taruna 
	1
	30

	2
	Organisasi Sosial
	1
	10

	3
	Organisasi Kematian
	2
	30

	4
	Organisasi  Keagamaan
	3
	50

	
	
	
	


4. Keadaan Ekonomi
a.  Pertanian
Perekonomian Desa Karangtejo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang system pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian desa Karangtejo yang  wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan Tembakau, Padi , Jagung, dan hortikultura  hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan system irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif  yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan, pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Luas lahan pertanian di desa Karangtejo adalah 141,5.Ha, dengan rincian penggunaan adalah:
Tabel 2.12 penggunaan lahan pertanian
	NO
	JENIS PENGGUNAAN
	LUAS (Ha)

	1
	Sawah Irigasi ½ Teknis
	120.5

	2
	Sawah Irigasi sederhana
	9

	3
	Lahan kering tadah hujan
	3

	4
	Lahan kering Pengairan
	0


Berdasarkan tabel diatas, dapat di lihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa Karangtejo sudah mengalami alih fungsi dari sawah berpengairan teknis menjadi pengairan tadah hujan, hal ini menunjukkan bahwa petani kebanyakan sudah beralih dari menanam padi beralih ke tanaman sayuran. Adapun komoditas  pertanian yang ada di desa Karangtejo dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel.2.13 komoditas pertanian
	NO
	JENIS KOMODITAS
	HASIL (krjg, Kg)

	1
	Tembakau
	1000 kranjang

	2
	Cabai
	2.000 kg

	3
	Jagung
	1.000 kg

	4
	Padi
	1.150.000 kg

	5
	Kubis
	4.000 kg

	6
	Tomat
	5.000 kg

	7
	Terong
	150 kg


Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas Tembakau merupakan komoditas utama di Desa Karangtejo dilanjutkan dengan komoditas lainnya.
Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dirinci sebagai berikut :
Tabel 2.14 potensi bidang peternakan dan perikanan tahun 2020
	NO
	JENIS HEWAN
	JUMLAH (ekor)

	1
	Sapi
	20

	2
	Kambing
	125

	3
	Ayam kampung
	           1.523

	4
	Itik
	55

	5
	Kerbau
	11


Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas peternakan di desa Karangtejo masih terbatas pada jenis ternak sapi, kambing, ayam itupun belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan atau sampingan bagi petani di desa Karangtejo.

b. Industri Rumah Tangga

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di desa Karangtejo dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel.2.15 Industri/ home industry
	NO
	JENIS INDUSTRI
	JUMLAH

	1
	Makananan ringan
	3 Orang

	2
	Cripik Talas
	1 Orang

	3
	Kerajinan Pakaian Tradisional
	20 orang

	4
	Jahe Instant
	2 orang


Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 jenis industri rumah tangga yang ada di desa Karangtejo yang sangat mendukung perekonomian desa.
c. Perdagangan
Perdagangan telah menjadi tren masa kini yang menarik minat banyak orang. Banyak komuditas hasil panen petani yang dapat di perdagangkan antara lain padi, kopi, cabe, tomat, tembakau dan lain-lain. Pada tahun 2020 ini, mulai nampak adanya kegiatan perdagangan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat menampung hasil panen petani. 
d. Sarpras Perekonomian

Tabel. 2.16 fasilitas umum bidang perekonomian

	NO
	JENIS FASILITAS
	JUMLAH

	1
	Penggilingan Padi 
	2

	2
	Pedagang Pengumpul
	4

	3
	Angkutan Umum
	7

	4
	Traktor
	10

	5
	Warung Sembako
	15

	6
	Perbengkelan
	5

	7
	Toko Besi
	1

	
	
	


Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lamban bahkan beberapa diantaranya terancam macet.
Tabel. 2.17 Lembaga Ekonomi Desa

	NO
	NAMA LED
	JUMLAH KELOMPOK

	1.
	LKM – PUAP
	1

	2.
	SPP
	5

	3
	Klompok Tani
	3

	4
	UP2K
	1

	5
	KUB 
	1

	6
	BUMDes
	1


B. KONDISI PEMERINTAH AN DESA
1. Pemerintahan Desa
a. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Karangtejo ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Karangtejo  Nomor Karangtejo Tahun Karangtejo. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangtejo terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Orang Kepala Urusan, 3 Orang Kepala Seksi, dan 3 orang Kepala Dusun dengan susunan sebagai berikut :
Tabel 2.12 Aparatur Pemerintah Desa Karangtejo
	No
	Nama
	Jabatan
	Tgl/

Lahir
	Masa Jabatan
	Pendi

dikan

	1. 
	Asbani 
	Kades
	
	 3 bln
	SMP

	2. 
	Imam Rohani
	Sekdes
	03-09-1983
	  2 th
	SLTA

	3. 
	Dedy Kurniawan
	Kaur umum
	26-02-1977
	  10 th
	SLTA

	4. 
	Andriyanto 
	Kaur Keuangan
	08-09-1997
	3 th
	SLTA

	5. 
	Sukamto 
	Kaur Perencanaan
	
	14 th
	SMP

	6. 
	Romadhon 
	Kasi pemerintahan
	
	17 th
	SLTA

	7. 
	Waliyono 
	Kasi Kesra
	
	20 th
	SMP

	8. 
	Muhsin 
	Kasi Pelayanan
	
	14 th
	SD

	9. 
	Budi Winata
	Kadus Tajem
	
	17 th
	SLTA

	10. 
	Andriyanto
	Kadus Kuncen
	
	6  th
	SLTA

	11. 
	Sunarto 
	Kadus Lempong
	
	3  th
	SLTA
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b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangtejo berjumlah 5 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/168 Tahun 2020 tentang Pengankatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung masa jabatan Tahun 2020- 2026. dengan keanggotaan sebagai berikut :
Tabel 2.13 Daftar Anggota BPD Desa Karangtejo
	No
	Nama
	Jabatan
	Distrik

	1. 
	AGUS BUDIANA
	Ketua
	III

	2. 
	SITI LESTARI
	Sekretaris
	II

	3. 
	MANDHON
	Kabid pembangunan
	I

	4. 
	SANTI INDRAWATI
	Kabid pemerintahan
	II

	5. 
	M SAIFUDIN
	Kabid. Kemasyarakatan
	III
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Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban :

1. Merumuskan peraturan Desa bersama Kepala Desa

2. Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, desa Karangtejo mempunyai 5 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili  3 Dusun / distrik dan 11 orang perangkat desa. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa baik berupa pendapatan asli desa (PAD) maupun bantuan, hibah dan lain-laintelah diatur dalam sebuah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap satu tahun sekali
2. Keuangan  Desa 
Keuangan Desa adalah semua hak dan kwajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Karangtejosetiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber adalah :

1. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkok yang digarap oleh perangkat desa
2. Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat
3. Pendapatan dari Swadaya masyarakat
b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk :

1. Belanja tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Hibah

c. Belanja Bantuan Keuangan

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Bahan/Material

d. Belanja Jasa Kantor

e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

f. Belanja Cetak dan Pengadaan

g. Belanja makanan dan minuman

h. Belanja pakaian dinas dan harian

i. Belanja pemeliharaan

j. Belanja Modal
Kondisi APB-Desa 5 (lima) tahun terakhir Desa Karangtejo secara Garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini. 
tabel. 2.18 Pendapatan dan Belanja Desa Karangtejo
Tahun 2012 - 2016
	No
	Tahun
	PADes
	Pendapatan
	Belanja

	1
	2015
	
	
	

	2
	2016
	
	
	

	3
	2017
	
	
	

	4
	2018
	
	
	

	5
	2020
	
	
	


Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan desa Karangtejo mengalami perubahan tiap tahunnya. Perubahan pendapatan terbesar terdapat pada tahun  2018 dan tahun 2020 sebesar                               Rp. 304.286.500;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RT), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangtejo ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2012 Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangtejo  yaitu LPMD, PKK, 14 RT, 3  RW, Karang Taruna dan Satgas Linmas dengan dengan rincian Kepengurusan sebagai berikut:
Tabel.2.19

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)DESA Karangtejo PERIODE 2020 - 2026
	NO
	JABATAN
	NAMA

	1. 
	KETUA UMUM
	SUEDI S.Pd

	2. 
	KETUA I
	-

	3. 
	SEKRETARIS 
	-

	4. 
	BENDAHARA 
	M SABIT

	5. 
	BIDANG AGAMA
	AHMAT NASIRIN

	6. 
	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 
	UJIYONO

	7. 
	BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	SUHARTOYO

	8. 
	BIDANG PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN, KOPERASI DAN LINGKUNGAN HIDUP
	ENI MUJIATI

	9. 
	BIDANG KESEHATAN, KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	TRI MULYATI


Tugas LPMD adalah :

1. Menyusun rencana Pembangunan Desa/kelurahan secara partisipatif

2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan

3. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
Tabel.2. 20
SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “KARYA TARUNA ”

DESA KARANGTEJO PERIODE 2020 – 2026
	NO
	JABATAN
	NAMA

	1
	PEMBINA 
	ASBANI

	2
	KETUA 
	ARI SUKAMTO

	3
	SEKRETARIS 
	

	4
	BENDAHARA
	

	5
	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	

	6
	BIDANG USAHA KESEHATAN SOSIAL
	

	7
	BIDANG KELOMPOK USAHA BERSAMA 
	

	8
	BIDANG KEROHANIAN DAN BIMBINGAN MENTAL
	

	9
	BIDANG OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA
	

	10
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	

	11
	BIDANG KERJASAMA DAN KEMITRAAN 
	

	12
	HUMASPUBLIKASI DAN DOKUMENTASI 
	


Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial
Tabel.2.21
SUSUNAN PENGURUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

DESA KARANGTEJO PERIODE 2020 - 2026
	NO
	JABATAN
	
	NAMA

	1
	PEMBINA
	:
	KEPALA DESA

	2
	PENGENDALI
	:
	SEKRETARIS DESA

	3
	DANGTON
	:
	WALDIYONO

	4
	ANGGOTA SATLINMAS INTI
	1.
	RAHMAT PRAYOGO

	
	
	2.
	ARI SUKAMTO

	
	
	3.
	SUNARYO

	
	
	4.
	WAHNO

	
	
	5.
	WALSIO

	
	
	6.
	SUMAEDI

	
	
	7.
	MARDIYANTO

	
	
	8.
	SUMARDI

	
	
	9.
	SUGENG

	
	
	10.
	AGUS ABDUL AZIZ

	5
	ANGGOTA SATLINMAS DESA
	1.
	AGUS TRI PRAMONO

	
	
	2.
	SUPARDI

	
	
	3.
	UJIYONO

	
	
	4.
	UNTUNG WASITO

	
	
	5.
	HABIB

	
	
	6.
	SUSANTO

	
	
	7.
	ISANTO

	
	
	8.
	ARIF TIYONO

	
	
	9.
	WALUYO

	
	
	10.
	AMINTONO

	
	
	11.
	TUMARDI

	
	
	12.
	WADI


Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala Desa.
Tabel.2.22
SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

DESA KARANGTEJO PERIODE 2020 - 2026
	RT. 01/ RW. I

	1
	KETUA
	:
	SUTRISNO

	2
	SEKRETARIS
	:
	-

	3
	BENDAHARA
	:
	-

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	-

	RT. 02 / RW. I

	1
	KETUA
	:
	MANDHON

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	

	RT. 03 / RW. I

	1
	KETUA
	:
	SANDI RUSTAM

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	

	RT. 04 RW. I

	1
	KETUA
	:
	BASIR

	2
	SEKRETARIS
	:
	SUTARYONO

	3
	BENDAHARA
	:
	MUALIM

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	MADIYONO

	RT. 01 RW. II

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	

	RT. 02 RW. II

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	

	RT. 03 RW. II

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	

	RT. 04 RW. II

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI-SEKSI
	:
	

	
	
	:
	

	RT. 05 RW. II

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI-SEKSI
	:
	

	RT. 01 RW. III

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	

	                   
	      RT. 02 RW.III
	
	

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	

	
	                        RT. 03 RW .III
	
	

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	

	
	                         RT.04 RW. III
	
	

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	

	
	                      RT. 05 RW.III
	
	

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	


Rukun Warga  I : 
	NO
	JABATAN
	
	NAMA

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	


Rukun Warga : II
	NO
	JABATAN
	
	NAMA

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	


Rukun Warga : III
	NO
	JABATAN
	
	NAMA

	1
	KETUA
	:
	

	2
	SEKRETARIS
	:
	

	3
	BENDAHARA
	:
	

	4
	SEKSI HUMAS
	:
	


Tugas RT dan RW adalah :

a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

b. Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya

c. Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/kelurahan

d. Membantu pemerintah desa /kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan
e. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan

f. Menjebatani hubungan antar sesame anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/kelurahan

g. Menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan dan

h. Melaksanakan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat
Tabel.2.24
SUSUNAN  PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA KARANGTEJO
PERIODE 2020 – 2026
	NO
	JABATAN
	
	NAMA

	1
	KETUA
	:
	Ny. Artiyah

	2
	WAKIL KETUA
	:
	Ny. Siti Mariyatul k

	3
	SEKRETARIS I
	:
	Ny. 

	4
	SEKRETARIS II
	:
	Ny.  

	5
	BENDAHARA I
	:
	Ny. 

	6
	BENDAHARA II
	:
	Ny. 

	6
	KETUA POKJA I
	:
	Ny. 

	
	ANGGOTA
	1.
	Ny. 

	
	
	2.
	Ny. 

	
	
	3.
	Ny.

	
	
	4.
	Ny. 

	
	
	5.
	Ny. 

	
	
	6.
	Ny. 

	
	
	7.
	Ny. 

	7
	KETUA POKJA II
	:
	Ny. 

	
	ANGGOTA
	1.
	Ny. 

	
	
	2.
	Ny. 

	
	
	3.
	Ny. 

	
	
	4.
	Ny. 

	
	
	5.
	Ny. 

	
	
	6.
	Ny. 

	8
	KETUA POKJA III
	:
	Ny. 

	
	ANGGOTA
	1.
	Ny. 

	
	
	2.
	Ny. 

	
	
	3.
	Ny. 

	
	
	4.
	Ny. 

	
	
	5.
	Ny. 

	
	
	6.
	Ny. 

	
	
	7.
	Ny. 

	9
	KETUA POKJA IV
	:
	Ny. 

	
	ANGGOTA
	1.
	Ny. 

	
	
	2.
	Ny. 

	
	
	3.
	Ny. 

	
	
	4.
	Ny. 

	
	
	5.
	Ny. 

	
	
	6.
	Ny. 


 Tugas TP. PKK Desa / kelurahan adalah:
a. Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera

b. Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK

c. Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma

d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

e. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa

4. Lembagakemasyarakatan Desa (non formal)
· Kelompok Muslimat,
· Kelompok Yasinan,
· Kelompok Qur’anan
· Kelompok sosial
· Kelompok sinoman dsb
Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Desa beserta warga masyarakat secara bertahap melakukan peningkatan sarana dan prasarana. Adapun aset kekayaan Desa Karangtejo berupa sarpras sampai dengan periode Desember 2020
Tabel. 2.20 sarana dan prasarana

	NO
	NAMA FASILITAS
	JUMLAH

	1
	Kantor Desa
	1 buah

	2
	Balai Desa
	I buah

	3
	Almari kantor / arsip
	10 buah

	4
	Meja dan kursi kantor
	13 stel

	5
	Meja kursi tamu
	2 stel

	6
	Kursi rapat
	150 buah

	7
	Komputer
	2 buah

	8
	Laptop
	7 buah

	9
	Mesin ketik
	3 buah

	10
	Printer
	4 buah

	11
	Internet Desa
	1 Unit


BAB III

PENGKAJIAN KEADAAN DESA
Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa,bagan kelembagaan dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan ketiga alat kaji tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.
A. Prioritas Masalah
Masalah mendasar dari hasil pelaksanaan PKD didesa Karangtejo dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa bagan kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 6 tahun RPJMDesa adalah sebagai berikut :
1. Bidang Pemerintahan
· Secara umum SDM Perangkat desa kurang memadai sehingga berdampak lemahnya administrasi di pemerintahan desa
· Kurang Optimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasan sarana prasarana pendukung
· Komunikasi antar lembaga yang ada di desa dengan pemerintahan desa masih lemah dan perlu ditingkatkan 
· Keinginan dan tekad pelaku pemerintahan desa untuk membangun dan memajukan desanya masih kurang
· Keterlibatan BPD dalam pemerintahan masih kurang
· Lembaga Desa kurang berperan dalam pembangunan
· Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang
2. Bidang Kesehatan

· Secara umum warga masyarakat belum memahami pentingnya kesehatan
· Masyarakat belum dapat memahami arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal
· Sebagian besar masyarakat belum memiliki tempat MCK yang memadai
· Warga RTM kesulitan dalam membawa anggota keluarga untuk dirujuk ke Rumah sakit

· Minimnya perlengkapan dan peralatan kesehatan di PKD. 
· Terbatasnya kapasitas dan keterampilan kader kesehatan
· Sebagian besar masyarakat belum memiliki Sanitasi  memadai dalam membuang limbah Rumah Tangga

· Sebagian masyarakat belum sadar tentang artinya pola hidup Bersih dan Sehat
· Belum adanya gedung Posyandu dan minimnya sarana prasarana Posyandu di masing-masing dusun 
3. Bidang Pendidikan
· Masih terdapat beberapa anak yang belum melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA
· Kondisi Gedung SD dan sarana lainnya yang kurang memadai, misalnya belum terdapat musholla.
· Kondisi Gedung PAUD dan permainan / APE yang masih sederhana. Tenaga pengajarnya juga masih belum memiliki kompetensi yang memadai dan masih kurang .
· Kondisi gedung TK dan fasilitas pendukungnya juga masih kurang, terutama fasilitas bermain anak dan tenaga pengajarnya.
· Belum tersedianya sarana prasarana taman bacaan untuk masyarakat
· Minimnya fasilitas dalam mengembangkan minat belajar masyarakat
4. Bidang Infrastruktur Desa

· Masih terdapat jalan utama (desa) yang kondisinya rusak parah 

· Beberapa jalan dusun yang sudah ada sudah mulai mengalami kerusakan, dan harus segera diperbaiki.
· Masih terdapat Jalan usaha tani yang kondisinya berupa jalan tanah yang sangat sulit dilewati, bahkan kondisinya membahayakan keselamatan bagi penggunanya
· Kondisi jalan Usaha Tani yang ada kurang memadai, karena adanya pergeseran budaya dari berjalan kaki beralih ke kendaraan
· JUT yang ada belum sampai pada batas akhir kepemilikan tanah warga, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut
· Kondisi Jembatan dan gorong-gorong sudah tidak memadai
· Kondisi beberapa gorong-gorong sudah mengalami kerusakan
· Kondisi jalan Gang ditiap RT di dusun2 masih becek / tanah

· Masih banyak dinding penahan badan Jalan belum dibangun 
5. Bidang Pertanian dan perkebunan
· Kondisi instalasi pengairan yang sudah tua dan rusak sehingga air tidak dapat mengalir ke lahan 
· Beberapa bangunan saluran irigasi mengalami kerusakan, sehingga yang tadinya tanah sawah berubah menjadi lahan kering
· Bila musim kemarau tiba, banyak lahan mengalami kekeringan sehingga tanaman kopi dan tanaman yang lain mengalami kematian
· Kebanyakan petani yang ada masih merupakan petani tradisional, belum berorientasi pada pertanian modern
· Kebanyakan petani belum mengenal manfaat teknologi tepat guna yang ada saat ini
· Peran Kelompok Tani (KT) dan Gapoktan belum optimal dalam  mendorong dan memajukan sektor pertanian di desa
· Kelompok Wanita Tani belum dapat berperan sebagai wadah pengolah hasil tani bagi masyarakat, sehingga nilai jual produk masih relatif rendah
· Sebagian besar modal petani untuk mengembangkan usahanya mengakses dana dari bank, sehingga kehadiran koperasi di desa sangat diperlukan.
6. Bidang Ekonomi

· Kesulitan mengelola Sumber Daya Alam berupa Gunung Semilir yang dapat dikembangkan  oleh pemerintah Desa melalui  BUMDes yang dikelola menjadi tempat wisata di desa Karangtejo, dan dapat mendorong terciptnya berbagai jenis usaha masyarakat dilokasi dan disekitar tempat wisata seperti, warung makan, toko kelontong, pusat oleh-oleh, home stay dan lain-lain. Sehingga akan memberikan penghasilan tambahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
· Produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki harga jual yang masih rendah, belum dapat bersaing dengan daerah lain
· Produksi tanaman kopi masih belum dapat terealisasi secara optimal, karena masih sangat tergantung dengan alam dan musim 
· Masih rendahnya pengetahuan dan pengelolaan hasil kopi yang mengakibatkan nilai jual hasil kopi yang rendah
· Kurang Optimalnya dalam pelaksanan Lembaga Ekonomi Desa yang memadai
· Belum berjalannya KUB dibidang home industri

· Belum adanya sarana dan Prasarana  BUMDesa 
7. Bidang  Perikanan

· Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dibidang perikanan sehingga masyarakat tidak tertarik dengan usaha perikanan ini.
· Belum ada inisiasi untuk membuka rumah makan seperti yang sekarang sedang banyak berkembang 
8. Bidang Peternakan
Melihat potensi yang ada, seperti tersedianya lahan perhutani disekitar desa yang luas serta tumbuh banyak rumput hijauan, sesungguhnya potensi peternakan dapat dikembangkan dengan maksimal. Oleh karena itu dengan adanya program pemerintah baik Pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, maka potensi peternakan ini akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada. 
B. Potensi
Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil – hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Potensi tersebut dikelompokkan dalam potensi Sumber Daya Alam dan Sumber daya Manusia.

2. Sumber Daya Alam

Desa Karangtejo merupakan desa yang kaya akan Sumber Daya Alamnya, antara lain :

a. Makam Kyai Abdullah Faqih
Makam Kyai Abdullah Faqih merupakan peninggalan sejarah sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan menjadi tempat wisata relegi di Desa Karangtejo
b. Kesuburan Tanah. 

Tanah diwilayah desa Karangtejo memiliki tingkat kesuburan sangat baik, sehingga sangat menunjang untuk kegiatan pertanian
c. Tersedia banyak material alam
Material alam banyak tersedia di wilayah Desa Karangtejo, seperti batu kali dan pasir kali  .
d. Banyak tersedia Hijauan sebagai bahan Pakan Ternak 

Tersedianya bahan pakan ternak ini, memungkinkan untuk dikembangkan usaha peternakan yang lebih besar, seperti peternakan domba, kambing, maupun sapi
2. Sumber Daya Manusia

Kwalitas Sumber daya manusia memegang peranan utama dalam mengelola Sumber Daya Alam yang ada. SDM yang ada di wilayah Desa Karangtejo antara lain :

a. Jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi 
Merupakan modal tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

b. Keberadaan lembaga desa, seperti PKK, LPMD, RT, Kelompok Pertanian, TPK, KPMD , dan lembaga lainnya yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, beserta pengurusnya.

c. Keberadaan lembaga ekonomi desa yang merupakan wadah kegiatan ekonomi di Desa seperti, LKM PUAP, SPP, BUMDes, UP2K dan lain sebagainya, beserta pengurusnya.

d. Keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti FKD, POSYANDU beserta kader kesehatan , bidan desa , Bank Samaph dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

e. Terdapat Tempat pendidikan PAUD, TK, SD, TPQ beserta guru dan wali murid.

f. Adanya kelompok kesenian sebagai wadah pengembangan dan pelestarian budaya.
g. Terdapat tempat peribadatan, Masjid  2 buah dan Mushola 5 buah

h. Semangat kegotongroyongan warga masyarakat DesaKarangtejo masih relatif tinggi dan terjaga adat istiadatnya

i. Kemampuan bercocok tanam masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun

j. Adanya kemampuan kades, perangkat desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun belum optimal.

k. Cukup tingginya motivasi masyarakat dalam mengembangkan budaya, tradisi dan kesenian

l. Adanya ketrampilan yang dimiliki sebagian masyarakat dalam bidang home industri untuk meningkatkan kesejahteraan
BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 1
VISI
 
Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Karangtejo melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Karangtejo tahun 2020-2026 yaitu “ MEWUJUDKAN DESA KARANGTEJO MENJADI DESA BERDAYA DAN BERMARTABAT’’
Pasal 2
MISI

1. Mengembangkan dan Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang bersih, Akuntabel, Aparatur Birokrasi  yang professional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta Penyelenggaraan pelayanan Publik yang berkualitas.
2. Penguatan jati diri masyarakat yang berbudaya, berkualitas dengan berlandasan kearifan lokal.
3. Penguatan keseimbangan Pembangunan infrastuktur guna mendukung aktivitas sosial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatkan derajat Kesehatan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan daya saing perekonomian.
	Misi 1
	:
	Mengembangkan dan Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang bersih, Akuntabel, Aparatur Birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta Penyelenggaraan pelayanan Publik yang berkualitas .



	Tujuan 1
	:
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

	Sasaran 1.1
	:
	Meningkatnya kapasitas dan integritas perangkat desa dalam  tata kelola pemerintahan desa

	Sasaran 1.2
	:
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan

	Tujuan 2
	:
	Terwujudnya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel

	Sasaran 2.1
	:
	Tersedianya aparatur yang dapat mengelola dan mengatur anggaran dan dana desa

	Sasaran 2.2
	:
	Tingkat kepatuhan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi

	Tujuan 3
	:
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

	Sasaran  3.1
	:
	Terwujudnya pelayanan prima

	Sasaran  3.2
	:
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan public



	Misi 2
	:
	Penguatan jati diri masyarakat yang berbudaya, berkualitas dengan berlandaskan kearifan lokal.


	Tujuan 1
	:
	Meningkatnya kualitas setiap sumber daya manusia di desa Karangtejo 

	Sasaran 1.1
	:
	Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan Kreatif 

	Sasaran 1.2
	:
	Terwujudnya Prestasi masyarakat dan pemuda

	Tujuan 2
	:
	Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat

	Sasaran 2.1
	:
	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 

	Sasaran 2.2
	:
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kearifan budaya lokal

	Sasaran 2.3
	:
	Tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

	Tujuan 3
	:
	Melestarikan nilai-nilai dan akhlak berkepribadian masyarakat

	Sasaran 3.1
	:
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai norma dan agama

	Sasaran 3.2
	:
	Terwujudnya masyarakat yang toleran dan saling menghargai

	Tujuan 4
	:
	Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban, kerukunan dan nasionalisme dimasyarakat

	Sasaran 4.1
	:
	Meningkatnya penciptaan rasa aman dan tertib dilingkungan masyarakat


	Misi 3
	:
	Penguatan Keseimbangan  Pembangunan Infratrtuktur guna mendukung aktivitas sosial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi


	Tujuan 1
	:
	Mewujudkan tata ruang yang terpadu dan sesuai dengan potensi tiap dusun

	Sasaran 1.1
	:
	Terwujudnya pemanfaatan ruang

	Sasaran 1.2
	:
	Terbangunnya fasilitas-fasilitas umum penunjang aktivitas masyarakat

	Sasaran 1.3
	:
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan di setiap dusun

	Tujuan 2
	:
	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana masyarakat agar dapat hidup layak

	Sasaran 2.1
	:
	Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi dan air bersih / minum 

	Sasaran 2.2
	:
	Terbangunnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai tempat menampung sampah rumah tangga maupun limbah lainnya

	Sasaran 2.3
	:
	Berkurangnya luas kawasan kumuh

	Tujuan 3
	:
	Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat

	Sasaran 3.1
	:
	Tersedianya gedung pemeriksaan kesehatan desa (Posyandu)

	Sasaran 3.2
	:
	Tersedianya alat-alat kesehatan guna mendukung peningkatan kesehatan masyarakat

	Tujuan 4
	:
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

	Sasaran 4.1
	:
	Membangun Jalan Usaha Tani

	Sasaran 4.2
	:
	Meningkatnya fungsi sarana prasarana pengairan (irigasi)


	Misi 4
	:
	Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup


	Tujuan 1
	:
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas

	Sasaran 1.1
	:
	Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak

	Sasaran 1.2
	:
	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular

	Sasaran 1.3
	:
	Pemberian makanan tambahan pada ibu haml, balita dan anak

	Tujuan 2
	:
	Menjaga kualitas lingkungan hidup, pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan

	Sasaran 2.1
	:
	Berkurangnya pencemaran lingkungan dan lahan kritis secara berkelanjutan

	Sasaran 2.2
	:
	Lestarinya sumber daya alam

	Sasaran 2.3
	:
	Mendirikan Bank Sampah Dusun

	Sasaran 2.4
	:
	Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampah

	Sasaran 2.5
	:
	Pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih (Gotong Royong)

	Tujuan 1
	:
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas

	Sasaran 1.1
	:
	Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak

	Sasaran 1.2
	:
	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular


	Misi 5
	:
	Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan daya saing perekonomian


	Tujuan 1
	:
	Menjamin ketahanan pangan bagi penduduk

	Sasaran 1.1
	:
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan

	Sasaran 1.2
	:
	Peningkatan jumlah Usaha Mikro dan Menengah dan kelompok-kelompok pengusaha kecil yang aktif

	Tujuan 2
	:
	Meningkatkan sektor perdagangan dan jasa

	Sasaran 2.1
	:
	Meningkatnya produk-produk unggulan desa

	Sasaran 2.2
	:
	Meningkatnya pengembangan ekonomi lokal

	Tujuan 3
	:
	Berkembangnya dan menguatnya kelembagaan pelatihan SDM dan sistem ekonomi kerakyatan

	Sasaran 3.1
	:
	Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
a. Strategi
Strategi pemerintahan desa yang akan ditempuh dalam pelaksanaan misi desa adalah :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik.
3. Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan desa.
4. Mengembangkan kompetensi SDM pemerintahan.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya.
6. Memberdayakan kelompok-kelompok pemuda dalam melestarikan kesenian dan tradisi khas desa.
7. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa aman, nyaman, tentram dan damai.
8. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang memegang teguh nilai -nilai agamis dan spiritual.

9. Meningkatkan pembangunan desa dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat desa.

10. Aktivitas pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak menggangu keseimbangan ekosistem.

11. Mengoptimalkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) secara tepat guna.

12. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan.

13. Meningkatkan daya saing industri rumah tangga, pertanian dan peternakan.

14. Mewujudkan masyarakat berdaulat pada bidang politik, berdikari pada bidang ekonomi, dan berkepribadian pada bidang kebudayaan sesuai dengan kultur masyarakat yang berlaku.

15. Meningkatkan perbaikan lingkungan dan infrastruktur desa.

16. Menciptakan lingkungan yang asri, sehat dan lestari.

b. Arah Kebijakan Umum

Arah Kebijakan Umum pembangunan Desa Karangtejo, meliputi :

1. Penguatan pembangunan Agama, adat, tradisi, seni dan budaya untuk membentuk jati diri, harkat dan martabat masyarakat.

2. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri yang melindungi pangan, sandang dan papan.

3. Pemenuhan pelayanan dasar rakyat meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan rasa aman.

4. Penguatan pembangunan ekonomi berbasis pertanian, peternakan, dan industri rumah tangga.

5. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

6. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih, drainase dan sanitasi lingkungan.

7. Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kreatif, UMKM-UMKM dan kelompok-kelompok yang memiliki potensi untuk berkembang.

8. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.

9. Menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mendorong partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang.
11. Menciptakan kondisi yang aman di lingkungan masyarakat.

12. Memastikan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat.
13. Menjunjung tinggi nilai keadilan di masyarakat.

14. Mengupayakan   kehidupan masyarakat lebih sejahtera.
c. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Program peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya aparatur desa;

2. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

4. Intensif RT dan RW;

5. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;

6. Tunjangan operasional BPD;

7. Program operasional Pemerintahan Desa;

8. Program Pelayanan Dasar Masyarakat
a. Pendidikan
Program peningkatan mutu dan pembinaan pendidikan dasar secara merata.
b. Kesehatan
Meningkatkan dan memelihara mutu sumber daya manusia, sarana prasarana dan lingkungan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat.

9. Program pelayanan dasar infrastruktur desa;

10. Program kebutuhan pokok (Air, pangan, sandang, papan);
11. Program ekonomi kreatif dan produktif bagi UMKM;
12. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan kesempatan kerja.
13. Program pembinaan ajaran agama, nilai-nilai budaya dan keseniaan yang sesuai dengan norma yang berlaku;
14. Program peningkatan keamanaan dan kenyamanan lingkungan.
15. Program pmeliharaan ketertiban dan pencegahan tindak kriminal
16. Program peningktan ketahanan pangan nabati.
17. Program peningkatan penyediaan pangan hewani.
18. Program pengembangan pengelolaan persampahan.
19. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
20. Program peningaktan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
BAB V
RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA
Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Karangtejo Kecamatan Karangtejo.Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan outcome sejenis, yang dikelompokan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangan desa, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain meliputi kegiatan:

d. Penyelenggaraan Administrasi Desa dan Operasional Desa;
e. Pengembangan system administrasi dan informasi desa;
f. Pengembangan tata ruang dan peta social desa
g. penetapan organisasi Pemerintah Desa; 

h. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 

i. penetapan perangkat Desa; 

j. Peningkatan Kapasitas aparatur desa;

k. Pengelolaan BUM Desa; 

l. penetapan APB Desa; 

m. penetapan peraturan Desa; 

n. pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar-Desa; 

o. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; 

p. pendataan potensi Desa; 

q. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 

r. pengusulan kondisi Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; 

s. pengelolaan arsip Desa; dan 

t. Pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan Peraturan Daerah; 

penetapan dan penegasan batas Dusun; 
u. pelaksanaan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif;

v. penyusunan dan Penetapan Perencanaan Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa); 
w. penyusunan Dan Pendayagunaan Profil Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa
Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:

A. Pelayanan dasar Desa; 

1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 

2. pengembangan Kader kesehatan Desa; 

3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 

a. layanan gizi untuk balita; 

b. pemeriksaan ibu hamil; 

c. pemberian makanan tambahan; 

d. penyuluhan kesehatan; 

e. gerakan hidup bersih dan sehat; 

f. penimbangan bayi; dan 

g. gerakan sehat untuk lanjut usia. 

4. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 

5. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; 

6. Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

7. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa; dan 

8. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. 
B. Sarana dan Prasarana Desa
Bidang Pembangunan sub bidang sarana dan prasarana Desa

1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; 

2. Pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna;

3. pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;

4. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 
5. pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa; 

6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 

7. pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; 

8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 

9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 

10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 

11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 

12. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 

13. pembangunan dan pemeliharaan poskamling;

14. pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa;

15. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 
16. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;dan
17. Pembangunan TPT dan Drainse .
C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa;
Bidang Pembangunan sub bidang pengembangan ekonomi lokal Desa antara lain:

1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 

2. pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 

3. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 

4. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 

5. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 

6. pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 

7. pengembangan dan pengelolaan benih lokal; 

8. pengembangan ternak secara kolektif; 

9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 

10. pengelolaan BUM Desa; 

11. pengembangan dan pengelolaan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; 

12. pengelolaan parkir desa;

13. pengembangan teknologi tepat guna; dan 

14. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. 
D. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

1. Pembangunan tempat pembuangan akhir/sementara sampah desa;

2. Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.

3. Pembangunan dan pengelolaan bank sampah. 

4. Pengelolaan sumber mata air;

5. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi:
a. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah masyarakat Desa; 

b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa; dan

c. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa.
d. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Satgaslinmas);
e. Pembinaan kerukunan umat beragama; 

f. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;

h. Fasilitasi Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD;

i. Fasilitasi Kegiatan Kader KB, BKB, BKR dan BKL;

j. Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu;

k. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Desa;

l. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;

m. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:

a. Pengembangan Kader kesehatan Desa; 

b. Pengembangan  Posyandu melalui: 

1) layanan gizi untuk balita; 

2) pemeriksaan ibu hamil; 

3) pemberian makanan tambahan; 

4) penyuluhan kesehatan; 

5) gerakan hidup bersih dan sehat; 

6) penimbangan bayi; dan 

7) gerakan sehat untuk lanjut usia. 
c. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 

d. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; 

e. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. 

f. Pengembangan seni budaya lokal;

g. Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa; 

h. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;  

i. Fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, anak, difabel, dan masyarakat adat;

j. Fasilitasi pembentukan Kampung KB; 

k. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; 

l. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;

m. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 

n. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 

o. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa; 

p. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

q. Pembangunan rumah tidak layak huni;

r. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Badan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum (BPSPAM);dan
s. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 

1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 

2) kelompok usaha ekonomi produktif; 

3) kelompok perempuan; 

4) kelompok tani; 

5) kelompok seni budaya

6) kelompok masyarakat miskin; 

7) kelompok pengrajin; 

8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 

9) kelompok pemuda; 
10) kelompok pemerhati pendidikan anak usia sekolah; dan 
11) kelompok lain sesuai kondisi Desa. 
BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa Karangtejo (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa  selama 6 (enam) tahun yang menjadi pedoman, landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruh pemangku kepentingan pembangunan di Desa Karangtejo.


Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah kebupaten Temanggung.


Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Karangtejo. Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Karangtejo yakni Mewujudkan Desa Karangtejo menjadi Desa  Berdaya  
Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan  secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa Karangtejo perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.


Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Karangtejo tahun 2020-2026 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.


Demikian paparan visi misi dan strategi kebijakan dan program pembangunan Desa Karangtejo  yang direncanakan untuk tahun  2020-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-progran yang telah disusun dalam RPJMDes ini, sehingga  program program tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan bermafantaat untuk kemakmuran masyarakat menuju Desa Karangtejo menjadi Desa  Berdaya .
Karangtejo, 26  Maret  2020
	
	Kepala Desa Karangtejo
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